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ABSTRAK 
Pengabdian kepada masyarakat mengenai kebijakan pemanfataan tanah kas desa dan upaya perlindungan 
hukumnya bagi masyarakat dan pemerintah desa Sukasari kabupaten Pandeglang yang memberi keadilan, 
kesejahteraan, kemanfataan dan kepastian hukum menitikberatkan kepada penyampaian pengetahuan tentang 
pengaturan tanah kas dan yang terkait dengan kebijakan kepala desa dalam pemanfaatannya oleh warga 
masyarakat. Tanah yang merupakan sumber kekayaan negara adalah asset desa dimana tujuan pemberiannya 
adalah untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kepentingan umum. Tujuan pengabdian ini hendak memberikan 
pemahaman kepada sasaran khalayak mengenai pengaturan tanah kas desa berdasarkan hukum tanah nasional 
serta upaya perlindungan hukumnya bagi baik bagi masyarakat maupun bagi pemerintah desa itu sendiri. 
Penyuluhan dan posbakum dilakukan dengan cara memberikan ceramah, diskusi dan tanya jawab yang berisi 
tentang gambaran berbagai contoh kasus serta permasalahan konkret yang terdapat di Desa Sukasari. Selanjutnya 
peserta mengajukan pertanyaan bersifat umum dan khusus terkait permasalahan yang dihadapi secara hukum 
sehingga dapat dicapai tujuan dari pengabdian kepada masyarakat yaitu pemahaman tentang masalah yang 
dihadapinya dalam pemanfaatan tanah kas desa yang sudah berlangsung sangat lama serta upaya perlindungan 
hukum melalui kebijakan pemerintah desa yang dapat memberikan keadilan, kesejahteraan, kemanfaatan dan 
kepastian hukum. 
 Kata kunci : Pemanfataan Tanah Kas Desa, Desa Sukasari Kabupaten Pandeglang 
 
I. PENDAHULUAN 
Tanah adalah alat produksi yang sangat vital bagi manusia dan pembangunan baik di pedesaan maupun di 
perkotaan, sebagai faktor produksi dalam pertanian maupun wadah membangun, sehingga sudah pasti selalu muncul 
persoalan terkait dengan tanah dan pemanfaatannya. Persoalan tersebut muncul baik antar warga masyarakat 
(persoalan horizontal), maupun antara masyarakat dengan negara atau instansi pemerintah (persoalan vertikal). 
Bukan hanya persoalan tanah yang dikuasai warga saja tetapi juga terjadi pada tanah asset negara dan juga asset 
desa yang terpotret dalam pemanfataaan Tanah Kas Desa (TKD) di Desa Sukasari Kabupaten Pandeglang. Persoalan 
pemanfaatan dan upaya perlindungan hukumnya di Desa Sukasari masih menjadi tarik ulur kepentingan baik 
bersifar horizontal maupun vertikal dan belum ada kepastian penyelesaian hukumnya secara jelas. 
Tampaknya persoalan TKD bukan persoalan yang sederhana karena TKD ini tersebar di seluruh Indonesia, 
sehingga keberadaannya merupakan bagian yang dominan dan penting sebagai  sumber daya agrariabagi masyarakat 
adat maupun masyarakat pedesaan pada khususnya. Pentingnya sumber daya agraria bagi bangsa Indonesia 
dinyatakan dalam Konsiderans dibawah perkataan Menimbang huruf a Ketetapan MPR RI No. IX/MPR/2001 
tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam, yaitu : “Bahwa sumber daya agraria/sumber daya 
alam meliputi bumi, air, ruang angkasa dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya sebagai rahmat Tuhan 
yang Maha Esa kepada Bangsa Indonesia, merupakan kekayaan nasional yang wajib disyukuri. Oleh karena itu 
harus dikelola dan dimanfaatkan secara optimal bagi generasi sekarang dan generasi mendatang dalam rangka 
mewujudkan masyarakat adil dan makmur. 
Kewaiban setiap warga negara melakukan pengelolaan sumber daya alam secara optimal sesuai kemampuan 
dan potensinya. Atas dasar Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, menyebutkan : “ Bumi, air dan kekayaan alam yang 
terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Kalimat 
dikuasai oleh negara mengandung makna dan tanggung jawab yang besar dari negara atas kemakmuran seluruh 
rakyat Indonesia. Selanjutnya amanat Pasal 33 ayat (3) dijabarkan kedalam Passal 2 UUPA, yang berbunyi sebagai 
berikut : 
1. Atas Dasar ketentuan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 dan hal-hal yang dimaksud dalam 
Pasal 1, bumi, air dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya itu pada tingkatan 
tertinggi dikuasai oleh negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat. 
2. Hak Menguasai Negara termaksud dalam ayat (3) UUD 1945 dan hal-hal sebagai dimaksud dalam pasal 1 
memberi wewenang untuk : 
a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut, 
menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang 
angkasa. 
b. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan hukum yang 
mengenai bumi, air dan ruang angkasa  
3. Wewenang yang bersumber pada hak menguasai negara tersebut pada ayat (3) pasal ini digunakan untuk 
mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dalam arti kebahagiaan, kesejahteraan dan kemerdekaan dalam 
masyarakat dan negara hukum menurut ketentuan Peraturan Pemerintah (H. Mohammad Hatta, 2005: 2). 
Berdasarkan ketentuan diatas, maka sudah menjadi kewajiban negara dalam rangka memberikan pengaturan  
pemanfaatan dan perlindungan hak atas tanah, baik berkenaan dengan peruntukan, penggunaan, pemeliharaan 
sampai dengan kepastian hukum terkait tanah kas desa. Sosok kepala desa sebagai representative negara yang 
bertanggung jawab untuk berinisiatif memberikan perlindungan hukum dalam rangka pemanfaatan tanah kas 
desatersebut. Hal ini dikarenakan kepala desalah sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan asset desa (TKD) 
dengan kewenangan menetapkan kebijakan pengelolaan asset desa, menetapkan pembantu pengelolandan 
petugas/pengurus asset desa, menetapkan penggunaan pemanfaatan dan pemindahtanganan asset desa melalui 
musyawarah sesuai batas kewenangan. 
Disisi lain kepala desa dihadapkan pada fungsi pengayom masyarakat, dimana peningkatan kesejahteraan dan 
terpenuhinya kebutuhan masyarakat desa menjadi tugas utamayang juga harus di wujudkan dalam 
kepemimpinannya. Sehingga muncul persoalan terkait dengan masalah normatif empiris yang tak bisa terhindarkan 
tentang kebutuhan masyarakat desa atas pemanfaatan tanah kas desa. Sehingga terumuskan menjadi sebuah 
permasalahan tentang bagaimana kebijakan Pemerintah Desa Sukasari Kabupaten Pandeglang dalam rangka 
pemanfaatan tanah kas desa dan bagaimanna upaya perlindungan hukumnya atas keberadaan tanah kas desa 
tersebut. 
 
II. PERMASALAHAN 
1. Bagaimana kebijakan Pemerintah Desa Sukasari Kabupaten Pandeglang dalam rangka pemanfaatan Tanah Kas 
Desa untuk kepentingan masyarakat yang berkeadilan dan mensejahterakan ? 
2. Bagaimana upaya perlindungan hukum atas keberadaan Tanah Kas Desa di Desa Sukasari Kabupaten 
Pandeglang agar tercapai kemanfataan dan kepastian hukum ? 
 
III.  TUJUAN KEGIATAN 
Tujuan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk penyuluhan dan posbakum, adalah untuk 
melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Pengabdian ini pun bertujuan untuk dapat memberikan pemahaman 
tentang masalah yang dihadapi oleh masyarakat dan pemerintah desa Sukasari itu sendiri sehingga mampu  
menyelesaikan masalah yang dirumuskan maka kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini ditujukan untuk 
meningkatkan pengetahuan ilmu hukum tanah nasional tentang pengaturan, kebijakan pemanfataan Tanah Kas Desa 
dan upaya perlindungan hukum Tanah Kas Desa bagi masyarakat dan pemerintah desa yang memberi keadilan, 
kesejahteraan, kemanfataan dan kepastian hukum. 
 
 
IV. MANFAAT KEGIATAN 
Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini diharapkan bermanfaat bagi masyarakat, dosen, Universitas 
Trisakti serta pemerintah dan Pemerintah Desa.  
1. Bagi masyarakat manfaat kegiatan ini adalah menambah wawasan dan pengetahuan tentang kebijakan 
pemanfataan dan upaya perlindungan hukum Tanah Kas Desa yang memberi keadilan, kesejahteraan, 
kemanfataan dan kepastian hukum. 
2. Bagi Universitas Trisakti manfaat kegiatan ini adalah mewujudkan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya 
kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dan tercipta image bahwa Universitas Trisakti mempunyai peran 
stategis mendorong kesadaran hukum masyarakat akan pentingnya pengaturan pemanfaatan Tanah Kas Desa 
dan upaya perlindungan hukumnya. 
3. Bagi Pemerintah dan Pemerintah Desa manfaat kegiatan ini adalah membantu Pemerintah mensosialisasikan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pertanahan khususnya tentang UU No. 5 Tahun 1960 
tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 2016 tentang 
Pengelolaan Aset Desa. 
 V. TINJAUAN PUSTAKA 
   Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri no 1 Tahun 2016 tentang pengelolaan aset desa dalam pasal 2 
menyebutkan bahwa jenis-jenis aset desa terdiri atas :  Kekayaan asli desa, kekayaan milik desa yang dibeli atau 
diperoleh atas beban APBDesa, kekayaan  desa yang diperoleh dari hibah  dan sumbangan atau yang sejenis, 
kekayaan desa yang diperoleh  sebagai  pelaksanaan dari perjanjian/kontrak dan/atau diperoleh berdasarkan 
ketentuan peraturan undang-undang, hasil kerja sama desadan, kekayaan desa yang berasal dari perolehan lain yang 
sah. Kekayaan asli desa itu sendiri dibagi lagi menjadi 11 macam yakni menurut PERMENDAGRI tersebut salah 
satunya adalah tanah kas desa. Selain tanah kas desa ada juga pasar desa pasar hewan, tambatan perahu, bangunan 
desa, pelelangan ikan yang dikelola oleh desa, pelelangan hasil pertanian, hutan milik desa, mata air milik desa;, 
pemandian umum, dan lain-lain kekayaan asli desa. 
   Menurut Nurcholis dalam bukunya yang berjudul, Pertumbuhan dan  Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, 
Kekayaan desa dikelola oleh pemerintah desa dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan penyelenggaraan 
pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat desa. Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan 
pengelolaan  kekayaan milik Desa. Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan kekayaan milik Desa, kepala desa 
dapat menguasakan sebagian kekuasaannya kepada perangkat desa lainnya. Pengelolaan kekayaan milik desa 
merupakan rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, 
pemeliharaan, penghapusan, pemindah tanganan,  penatausaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan, dan 
pengendalian kekayaan milik desa (Nurcholis
 
, 2011:83).  
   Dalam hal pemanfaatan dan penggunaan aset disamping meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat, 
menghasilkan pendapatan dalam bentuk uang dan juga dapat mensejahterakan masyarakat. Pemanfaatan aset dalam  
struktur pendapatan desa termasuk dalam rincian objek hasil pemanfaatan atau pendayagunaan Pengelolaan Aset 
Desa dalam upaya meningkatkan kesejahteraan kekayaan desa yang tidak dipisahkan. Permendagri Nomor 1 Tahun 
2016 Pasal 11 ayat (2) menjelaskan ada beberapa cara untuk pemanfaatan Aset Desa, diantaranya: sewa, pinjam 
pakai, kerjasama pemanfaatan, dan bangun guna serah atau bangun serah guna. Dalam hal pemanfaatan Tanah Kas 
Desa dapat dilakukan dengan metode sewa dan kerjasama pemanfaatan. Sewa terhadap Tanah Kas Desa dapat 
dilakukan dengan tidak mengubah status kepemilikan aset dan jangka waktu sewa paling lama 3 (tiga) tahun dan 
dapat diperpanjang. Sedangkan Kerjasama  Pemanfaatan dapat dilakukan ketentuan pihak yang bekerjasama harus 
membayar kontribusi tetap setiap tahun selama jangka waktu pengoperasian yang telah ditetapkan dan pembagian 
keuntungan hasil Kerja Sama Pemanfaatan melalui rekening Kas Desa. Jangka waktu kerjasama pemanfaatan 
paling lama 15 (lima belas) tahun sejak perjanjian ditandatangani dan dapat diperpanjang 
(Bumdes.2017.”Mekanisme Penggunaan Tanah Kas Desa”. http://bumdes.id/blog/2017/10/24/mekanisme 
penggunaan-tanah-kas-desa/ diakses pada tanggal 12 Mei 2019). 
 
VI. METODE PENGABDIAN 
   Pengabdian kepada masyarakat dilakukan dengan bentuk penyuluhan hukum dan Posbakum. Dengan cara 
penyampaian ceramah, contoh-contoh kasus yang terdapat di daerah lain sebagai perbandingan untuk memahami 
upaya penyelesaian atas kasus yang hampir sama dengan kasus yang terjadi di Desa Sukasari.  Ceramah 
berkembang menjadi diskusi dan tanya jawab. Sesi tanya jawab diakhiri dengan metode perumusan kebijakan yang 
dibuat oleh pemerintah DesaSukasari dalam bentuk upaya perlindungan hukum dengan membuat draft perjanjian 
sewa menyewa, draft Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa tentang Pengelolaan Tanah Kas Desa. Hal ini 
untuk memberi kepastian hukum bagi masyarakat dan pemerintah desa sendiri, sehingga pelaksanaan pengabdian 
ini dirasakan efektivitasnya oleh masyarakat maupun oleh pemerintah desa. 
 
VII.  HASIL DAN PEMBAHASAN 
1. Kebijakan Pemerintah Desa Sukasari Kabupaten Pandeglang Dalam Rangka Pemanfaatan Tanah Kas 
Desa Untuk Kepentingan Masyarakat yang Berkeadilan dan Mensejahterakan. 
Tanah kas desa adalah kekayaan desa dan menjadi milik desa, tanah kas desa dapat berada diwilayah desa 
atau diluar wilayah desa yang diperoleh dari pemberian pemerintah, baik pemerintah daerah kabupaten, 
pemerintah daerah provinsi dan atau pemerintah pusat, tanah kas desa dapat pula diperoleh dengan cara pembelian 
tanah oleh pemerintah desa. Sejatinya tanah kas desa diperuntukkan guna peningkatan kesejahteraan pemerintah 
desa, percepatan pembangunan desa, peningkatan kesejahteraan masyarakat desa yang berorientasi kepada desa 
yang maju dan mandiri. 
Tanah Kas Desa (TKD) yang menjadi aset desa tentunya memiliki sejarah yang unik, TKD tumbuh 
berdasarkan tradisi/adat istiadat yang berkembang dan hidup dikalangan masyarakat. Perkembangan tersebut 
menjadi ciri khas bagi TKD suatu daerah. Pada awal keberadaan TKD, terdapat beberapa macam peruntukan TKD 
menurut tujuan penggunaan hasilnya. Peruntukan TKD (Sembiring, 2004:42) dapat dibagi menjadi 4 (empat), 
yaitu : 
a. Tanah untuk kas desa yaitu tanah yang menjadi kekayaan desa dan merupakan salah satu sumber pendapatan 
desa yang dipergunakan untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan 
masyarakat seperti untuk kantor, jalan, tanah pertanian yang dilelangkan untuk biaya operasional desa. Tanah 
tersebut dikenal dengan berbagai nama seperti titisara (Jawa Barat), bondo deso, atau kas desa. 
b. Tanah jabatan adalah tanah yang diberikan kepada pejabat desa sebagai gaji atas pengabdiannya selama 
menjadi aparat desa. Tanah ini dikenal dengan sebutan tanah bengkok (Jawa tengah dan Jawa Timur), Tanah 
kejoran (Banten), sawah kelungguhan, lungguh (D.I Yogyakata), carik kelungguhan, carik lungguh atau sawah 
bengkok (bekas Keresidenan Cirebon). 
c. Tanah-tanah pensiunan, yaitu kas desa yang diusahakan oleh bekas aparat desa selama masih hidup, setelah 
meninggal dunia maka tanah-tanah tersebut kembali kepada desa. Di beberapa daerah dikenal dengan nama 
bumi pengarem-arem (Yogyakarta), bumi pituas (Surakarta), sawah kehormatan, sawah pensiun atau sawah 
kelungguhan (Kabupaten Ciamis, Kuningan, Majalengka dan Cirebon). 
d. Tanah Kuburan yaitu tanah yang digunakan untuk makam para warga desa. 
Desa Sukasari kecamatan Pulosari Kabupaten Pandeglang memiliki tanah kas desa seluas kurang lebih 1.5 Ha. 
Pengaturan Tanah kas desa yang terdapat di Desa Sukasari tunduk pada Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten 
Pandeglang Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Disebutkan dalam Perda N0 
2/2015 Pasal 106 :” Aset Desa dapat berupa tanah kas Desa, tanah ulayat, pasar Desa, pasar hewan, tambatan 
perahu, bangunan Desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik Desa, mata air milik Desa, 
pemandian umum, dan aset lainnya milik Desa”. Dan tentang Pengelolaan Kekayaan Milik Desa (TKD), dalam  
Pasal 107 : “Pengelolaan kekayaan milik Desa dilaksanakan berdasarkan asas kepentingan umum, fungsional, 
kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan kepastian nilai ekonomi”. Pasal 109 : 
“Pengelolaan kekayaan milik Desa merupakan rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, 
penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, 
pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kekayaan milik Desa”. 
Tanah kas desa Sukasari adalah tanah milik pemerintah Kabupaten Pandeglang yang diberikan kepada 
pemerintah Desa Sukasari, tanah tersebut awalnya adalah tanah yang diperuntukan sebagai penghasilan para guru 
yang mengajar di wilayah Desa Sukasari, karena pada waktu pemerintah daerah kabupaten pandeglang tidak 
mampu memberikan gaji untuk para dewan guru, maka diberikanlah tanah tersebut untuk penggajian para dewan 
guru dengan cara pemanfaatan hasil bumi dari tanah tersebut sebagai penghasilan tetap para dewan guru, tanah 
tersebut disebut tanah kaguruan atau lebih dikenal dengan sebutan tanah kaguron karena fungsi dari tanah tersebut 
sebagai tanah yang menjadi sumber penghasilan para dewan guru di wilayah Desa Sukasari, barulah sejak tahhun 
1965pemerintah menggaji dewan guru dan sejak itu fungsi dari tanah tersebut berubah menjadi tanah kas desa. 
Dengan pertambahan jumlah penduduk yang begitu pesat di wilayah desa sukasari, sementara kondisi ekonomi 
masyarakat desa sukasari sangat miskin sehingga masyarakat tidak mampu membeli lahan guna mendirikan 
bangunan rumah, dan sejak itu masyarakat memohon ijin kepada pemerintah desa untuk mendirikan bangunan 
rumah panggung sebagai tempat tinggal mereka, atas dasar pemikiran kepala desa bahwa fungsi pemerintah desa 
mangayomi, melindungi dan mensejahterakan masyarakat, maka diberikan ijin tersebut kepada masyarakat. Satu 
persatu bangunan rumah mulai berdiri. Tahun pertama 7 rumah, tahun kedua meningkat mmenjadi 25 rumah, 
tahun ketiga bertmabah lagi menjadi 40 rumah sampai pada tahun 1978 tanah kas desa dipenuhi oleh rumah-rumah 
penduduk dengan jumlah 112 rumah berdiri diatas lahan tanah kas desa. Yang tidak diikuasai warga masyarakat 
hanya 6300 meter persegi, yang digunakan sebagai sarana olah raga desa. Sampai dengan tahun 1999 sebagian 
besar bangunan tersebut berubah menjadi bangunan permanen, sejak saat itu masyarakat tidak mau berpindah dari 
tanah tersebut sehingga tujuan dari tanah kas desa sebagai penggerak perekonomian desa tidak terwujud. Pada 
umumnya masyarakat mengakui bahwa tanah tersebut adalah milik pemerintah desa, namun kembali dengan 
kondisi ekonomi masyarakat, sehingga masyarakat tidak mampu membangun rumah diluar tanah kas desa. 
Perubahan konstruksi bangunan rumah dari bangunan sangat sederhana menjadi permanenpun dilakukan secara 
bertahap dan dalam jangka waktu sangat lama. Upaya sebagai kebijakan pemerintah desa atas penertiban 
pemanfaatan TKD oleh warga masyarakat agar tujuan dan fungsi dari tanah kas desa tetap terwujud adalah ; 
masyarakat desa yang telah menempati tanah kas desa tidak harus direlokasi, akan tetapi pemerintah desa akan 
melakukan langkah sewa meyewa lahan tanah kas desa oleh masyarakat kepada pemerintah desa. Upaya tersebut 
kini masih dalam tahapan musyawarah antara pemerintah desa dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). 
Dalam proses musyawarah yang kini sedang dilakukan masih terjadi prokonta dan tarik ulur kepentingan, terutama 
penilaian atas kemampuan masyarakat dalam membayar sewa lahan TKD. Namun jika melahirkan kesepakatan 
upaya kebijakan yang akan dilakukan adalah mengeluarkan Peraturan Desa (PerDes) dan Peraturan Kepala Desa 
(PerKades) tentang pengelolaan tanah kas desa (Hasil wawancara dengan Kepala Desa Sukasari, Bapak Iswandi 
Gantiana, SH pada tanggal 29 April 2019). 
Kebijakan pemerintah Desa Sukasari bila ditinjau dari prinsip keadilan sosial yang ditegaskan oleh John 
Rawls; yaitu bahwa keadilan harus mampu menjangkau sebuah prosedur pencapaian atau pencarian consensus 
(kesepakatan dari proses musyawarah) yang menempatkan semua individu sama peluangnya serta mengakui 
adanya ketimpangan dalam masyarakat yang harus mendapat prioritas perhatian dalam penyususnan peraturan 
perundang-undangan. Pemanfaatan TKD oleh masyarakat untuk pemukiman memperlihatkan bahwa hal ini sesuai 
dengan falsafah Pancasila karena  menempatkan asas keadilan sosial. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila 
keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia didasari dan dijiwai oleh sila-sila dari Pancasila. Berdasarkan sila-
sila dari Pancasila, maka dalam sila kelima terkandung nilai-nilai keadilan yang harus terwujud dalam kehidupan 
bersama (kehidupan sosial). Adapun keadilan tersebut didasari dan dijiwai oleh hakekat keadilan kemanusiaan 
yaitu keadilan dalam hubungannya manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lainnya, manusia 
dengan masyarakat, bangsa dan negara, serta hubungan manusia dengan Tuhannya (Kaelan,2007:36). 
Sesungguhnya keadilan sosial yang berlaku dalam masyarakat  meliputi segala bidang kehidupan, tidak hanya 
meliputi aspek materiil saja, tetapi juga aspek spiritual, yaitu yang menyangkut adil dibidang hukum, politik, 
sosial, budaya, maupun ekonomi. Makna keadilan sosial mencakup pula pengertian adil dan makmur yang 
merupakan tujuan dari negara Indonesia. Prinsip keadilan ini sejalan dengan politik hukum pertanahan nasional, 
yaitu Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dimana negara ditunjuk sebagai badan penguasa untuk menuju dan mewujudkan 
kesejahteraan dengan segala kewenangannya.Dalam teori negara kesejahteraan pun menyatakan tugas dan peranan 
negara sangat luas yaitu melaksanakan penyelenggaraan kepentingan umum dan secara aktif berusaha 
mensejahterakan rakyat. Menurut Muhammad Yamin bahwa Negara Republik Indonesia merupakan negara 
kesejahteraan baru karena kesejahteraan rakyat yang menjadi dasar dan tujuan negara Indonesia merdeka ialah 
keadilan masyarakat atau keadilan social (Muhammad Yamin).  
 
 
 
2. Upaya Perlindungan Hukum Atas Keberadaan Tanah Kas Desa di Desa Sukasari Agar Tercapai 
Kemanfaatan dan Kepastian Hukum  
A. Perlindungan hukum dalam memberikan nilai kemanfataan bagi Masyarakat Desa Sukasari 
Dalam rangka melaksankan pasal 45 PMDN Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa dinyatakan 
dalam Rancangan Peraturan Bupati Pandeglang  tahun 2017, disebutkan dalam Pasal 1 angka 6 :”Pengelolaan asset 
desa merupakan rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, 
pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan 
dan pengendalian asset desa”. Yang terjadi di Desa Sukasari adalah tanah kas desa sudah dimanfaatkan oleh 
masyarakat dalam waktu yang sangat lama untuk pemukiman dan sulit untuk diserahkan kembali ke pemerintah 
desa. Bagi pemerintah desa adalah sebuah dilema besar ketika kepentingan masyarakat berhadapan langsung dengan 
aspek kepastian hukum yang mempunyai nilai ekonomi bagi pemerintah desa sendiri. Bagi pemerintah desa sukasari 
melalui kebijakannya maka upaya perlindungan hukum harus memberikan nilai kemanfaatan secara hukum. 
Utilitarianisme yang dipelopori Jeremy Bentham dan Jhon Stuart Mill adalah mencakup 3 (tiga) hal, yaitu ; (a) 
Semua tindakan harus dinilai benar atau baik atau salah atau jelek semata-mata berdasarkan konsekwensi atau 
akibat-akibatnya. (b) Dalam menilai konsekwensi atau akibat-akibatnya itu, satu-satunya yang penting adalah 
jumlah kebahagiaan terbesar ketimbang penderitaan. (c) Dalam mengkalkulasi kebahagiaan atau penderitaan yang 
dihasilkan, tidak boleh kebahagiaan seseorang dianggap lebih penting daripada kebahagiaan orang lain. 
Kebahagiaan setiap orang sama penting dalam penilaian dan kalkulasi untuk menilai tindakan. Bentham 
mengatakan :”yang baik adalah kesenangan atau kebahagiaan, yang buruk adalah penderitaan atau kesengsaraan. 
Tujuan hukum untuk melengkapi penghidupan, mengendalikan kelebihan, memajukan persamaan dan menjaga 
kepastian. Hukum baginya harus ditujukan untuk mencapai kebahagiaan tertinggi dengan cara melengkapi 
kehidupan”. 
Sejalan dengan prinsip kemanfaatan, pemerintah Desa Sukasari menilai bahwa Tanah mempunyai fungsi 
sosial, Menurut Pasal 6 UUPA:”Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial”. Pasal ini mengandung makna 
bahwa (a) setiap pemegang hak atas tanah tidak hanya berwenang tetapi berkewajiban menggunakan tanah sesuai 
peruntukan tanahnya, (b) jika terjadi bentrokan/pertentangan antara kepentingan umum dengan kepentingan 
perorangan maka yang diutamakan adalah kepentingan umum dengan catatan bahwa kepentingan perorangan tidak 
boleh diabaikan. Memaknai pasal 6 diatas, maka berdasarkan Pasal 26 Perda Bupati Nomor 5/2015 tentang 
penyelenggaraan pemerintahan desa Pasal 26 ayat (1) : “Ruang lingkup kewenangan Desa berdasarkan hak asal 
usul sebagaimana dimaksud dalam  Pasal 23 huruf a meliputi:  a. sistem organisasi perangkat Desa; b. sistem 
organisasi masyarakat adat;  c. pembinaan kelembagaan masyarakat;  d. pembinaan lembaga dan hukum adat;  e. 
pengelolaan tanah kas Desa;  f. pengelolaan tanah Desa atau tanah hak milik Desa yang menggunakan sebutan 
setempat; g. pengelolaan tanah bengkok; h. pengelolaan tanah pecatu; i. pengelolaan tanah titisara; dan j. 
pengembangan peran masyarakat Desa”. Ayat (2) : “Kriteria kewenangan lokal berskala Desa 
sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 huruf b meliputi: a. kewenangan yang mengutamakan 
kegiatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat; b. kewenangan yang mempunyai lingkup 
pengaturan dan kegiatan hanya didalam wilayah dan masyarakat Desa yang mempunyai 
dampak internal Desa; c. kewenangan yang berkaitan dengan kebutuhan dan kepentingan 
seharihari masyarakat Desa…”. Atas dasar ketentuan diatas itulah maka upaya perlindungan 
hukum yang memberi nilai menfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat ditempuh oleh pemerintah 
Desa Sukasari dengan memberikan pengelolaan TKD untuk pemanfaatan pemukiman. 
 
B. Perlindungan hukum guna memberikan kepastian hukum bagi pemerintah Desa Sukasari. 
Perlindungan hukum yang harus dilakukan terhadap TKD dengan menggunakan sarana hukum atau 
perlindungan hukum yang diberikan oleh hukum (Harjono: Makalah). Upaya hukum yang dapat dilakukan dapat 
berupa tindakan-tindakan yang diperlukan agar pelanggaran terhadap hak tidak akan terjadi atau disebut dengan 
pencegahan (preventif). Bilamana pelanggaran hak telah terjadi, maka upaya hukum tidaklagi bersifat preventif, 
tetapi menjadi korektif katena tujuannya melakukan koreksi terhdap akibat-akibat yang terjadi karena adanya 
perbuatan yang dilakukan oleh pelanggar hak. Upaya hukum korektif dapat bersifat non yudisial karena melibatkan 
lembaga non peradilan, dalam hal kasus desa Sukasari adalah pejabat administrasi pemerintahan desa dari kepala 
desa termasuk seluruh perangkat desa hingga Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta tokoh-tokoh masyarakat. 
Upaya pelindungan hukum lainnya yang memberi dampak terhadap kepastian hukum adalah tentang 
persertifikatan tanah kas desa. TKD wajib disertifikatkan atas nama pemerintah desa yang bersangkutan (Intsruksi 
Menteri Dalam Negeri Nomo 22 Tahun 1996 tentang Pengadaan, pengelolaan dan pengembangan TKD). 
Menindaklanjuti adanya IMDN tersebut tahun 1997 diterbitkan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan 
Menteri Negara Agraria/Ka. BPN No.157 dan 2 tentang Pengurusan Hak dan Penyelesaian Sertifikat TKD. Menurut 
Pasal 2 SKB menyebutkan :”TKD dimintakan hak kepada MNA/Ka BPN. Pemerintah Desa memperoleh hak 
dengan status Hak Pakai, pemerintah desa dapat menjadi subyek Hak Pakai karena merupakan unit terkecil dari 
Pemerintah daerah. Dalam hal ini pemerintah desa memperoleh Hak Pakai dalam jangka waktu yang tidak 
ditentukan selama dipergunakan untuk keperluan tertentu (Pasal 45 ayat 3 PP 40 Tahun 1996). Sertifikat HP TKD 
diperoleh dengan melaksanakan prosedur pendaftaran tanah kas desa. Pendaftaran TKD tergantung pada perolehan 
terakhir TKD tersenut. Ada 2 cara yaitu : 
1) Konversi : TKD merupakan salah satu hak-hak lama yang dapat dikonversi menjadi HP.pelaksanaan konversi 
yang dimaksud adalah konversi langsung melalui penegasan hak jika alat bukti penguasaannyasecara tertulis 
lengkap atau melalui pengakuan hak jika alat bukti tertulis tidka ada. dasar hukum pelaksanaan konversi TKD 
adalah Pasal VI Ketentuan-ketentuan Konversi UUPA  
2) Pemberian Hak : Jika dalam pelaksanaan pendaftaran TKD yang didaftarkan merupakan tanah pengganti TKD 
akibat adanya proses pengalihan TKD, maka prosedur pendaftaran TKD ditempuh dengan pemberian hak. Hal 
ini dikarenakan mayoritas tanah pengganti TKD yang diperolah adalah taah dengan status hak mili. Status tanah 
tersebut harus diubah menjadi HP dengan pelepasan hak menjadi tanah negara. Selanjutnya pemerintah desa 
mengajukan permohonan hak pakai. Pengajuan permohonan HP kepada Menteri melalui Kepala Kantor 
Pertanahan yang daerah kerjanya meliputi letak tanah yang bersangkutan (Pasal 52 PMNA/Ka BPN No 9 Tahun 
1999 tentang Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah dan Hak Pengelolaan). 
VIII.  KESIMPULAN DAN SARAN 
 Kesimpulan : 
1. Kebijakan Pemerintah Desa Sukasari Kabupaten Pandeglang Dalam Rangka Pemanfaatan Tanah Kas Desa 
Untuk Kepentingan Masyarakat yang Berkeadilan dan Mensejahterakan adalah dengan kembali kepada 
tujuan politik hukum pertanahan nasional Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 bahwa tujuan negara sebagai badan 
penguasa adalah mengatur seluruh kekayaan alam dalam hal ini tanah kas desa untuk sebesar-besarnya 
kemakmuran rakyat dan fungsi sosial atas tanah Pasal 6 UUPA yang senafas dengan Perda Bupati No 
5/2015 tentang penyelenggaraan pemerintahan desa. Selama berlangsungnya pemanfaatan TKD oleh warga 
masyarakat, Kepala Desa bersama perangkat desa lainnya, BPD dan tokoh masyarakat tetap melakukan 
evaluasi kebijakan dengan mekanisme musywarah untuk menetapkan kesepakatan pemanfaatan TKD yang 
berkeadilan dan mensejahterakan. 
2. Perlindungan hukum yang pertama guna memberikan kepastian hukum bagi pemerintah Desa Sukasari 
adalah dengan melakukan sarana yang disediakan oleh hukum dari mulai langkah pencegahan (preventif) 
hingga perbaikan (korektif) kebijakan dan tindakan atas pemanfataan yang berpotensi menimbulkan 
kesulitan sendiri bagi pemerintah desa jika dibiarkan pengusaannya terlalu lama. Perlindungan hukum yang 
kedua adalah dengan menggunakan sarana hukum dalam bentuk legalitas atas pengelolaaan aset tanah kas 
desa melalui tata cara pensertifikatan tanah kas desa dengan ketentuan konversi dan pemberian hak. 
Saran : 
1. Dilematis yang dialamai oleh pemerintah Desa Sukasari akan terus berlanjut jika tidak dirumuskan langkah 
strategis penyelesaian atas asset TKD ini. Langkah strategis yang dihasilkan sejatinya memperhatikan 
kepentingan masyarakat maupun pemerintah desa sendiri. Maka dalam mekanisme musyawarah yang akan 
dilakukan nanti adalah sebuah kebutuhan mendesak untuk merumuskan langkah awal apa yang dapat 
diterapkan atas pemanfaatan TKD tersebut. Misalnya dengan sewa menyewa dimana nilai sewa 
memperhatikan luas tanah, dan kemampuan masyrakat.Hal ini dapat dituangkan dalam bentuk perjanjian sewa 
mennyewa. Mekasnime perjanjian pun  sebaiknya diamanatkan dalam sebuah Peraturan Desa dan Peraturan 
Kepala Desa tentang pengelolaan  asset desa. 
2.  Pemerintah Desa Sukasari seyogyanya menetapkan suatu kesepakatan atas pilihan penyelesaian pemanfataan 
TKD yang tidak berlarut-larut. Jika mempelajari karakter dan historis pemerintahan desanya yang tidak 
berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan secara individual terlebih lagi penguasaan TKD oleh warga 
sudah berlangsung sangat lama, maka cara penghapusan asset desa (TKD) adalah sebuah jalan keluar yang 
meringankan beban secara moral, etis dan hukum. 
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